
BUPATI MUSI RAWAS
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 40 TAHUN 2Or7

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN

NASKAH PERJANJI,AN HIBAH BARANG KEPADA MASYARAKAT/PIHAK

KETIGA KEPADA KEPAI"A ORGANISASI PERANGKAT DAERAH ATAU

UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang : a.

BUPATI MUSI RAWAS,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (41

Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2Ol2 tentang Tata Cara

Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati

Nomor 22 Tahun 2Ol7 tentang Pembahan Kedua Atas

Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2012, Bupati dapat

menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk

menandatangani Naskah Perj anjian Hibah Daerah ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu mene(apkan Peraturan Bupati tentang

Pendelegasiaan Wewenang Penandatanganan Naskah

Perjanjian Hibah Barang Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

Kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah Atau Unit

Keda di Lingkungan Pemerintah.Kabupaten Musi Rawas.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di

Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor l82ll;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan

Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3

Nomor 47, Tartbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a2861;

Mengingat : 1.

b.

2.
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3.

4.

6.

7.

undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi

Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ot3 Nomor L L6, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5a3O);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a355);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OOT tentang

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 66, Tambahan kmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor a7231;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OO9 tentang

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO9 Nomor L2, Tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a9671;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tanrtbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 20 15 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintah

Daerah {kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lambaran Negra Republik Indonesia

Nomor 56791;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 14O, Tambahan l,embaran

Negara Republik Indonesia Nomor a5781;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7L Tahun 2O1O tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Repubtik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
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10.

11.

L4.

15.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2OOS tentang

Hibah kepada Daerah Lembran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO5 Nomor 139 Tambahan l,embaran Negara

Republik Indonesia Nomor a5771;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2OLO tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7O Tahun 2OL2;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20ll
tentang Perubahan kedua Peratrrran Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terrakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun

2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri

Datam Negeri Nomor 32 Tahun 20ll tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2OO8 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Musi Rawas Tahun 2OO8 Nomor 7);

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2OL6 tentang

Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi

Rawas (kmbaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun

2016 Nomor 1O);

Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2Ot2 tentang Tata Cara

Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati

Nomor 22 Tahun 2Ol7 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2OL2 tentang Tata Cara

Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah

Kabupaten Musi Rawas Tahun 2077 Nomor 22);

16.
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Menetapkan :

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN
WEWENANG PENANDATANGANAN NASKAH PERJANJIAN
HIBAH BARANG KEPADA MASYARAKAT/PIHAK KETIGA
KEPADA KEPAI.,A ORGANISASI PERANGKAT DAERAH ATAU
UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
MUSI RAWAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah

Kabupaten Musi Rawas yang dibahas dan disetujui bersama oleh

Pemerintah Kabupaten dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan

Daerah.

5. Keuangan Daerah adalah semua Hak kewajiban Daerah dalam rangka

penyelenggaran pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang

termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan

dengan hak dan kewajiban daerah.

6. Pengelolaan Hibah adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan dan

penatausahaan, pertanggungiawaban dan pelaporan serta monitoring

dan evaluasi hibah.

7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah

perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna

a.nggaran / pengguna barang.

8. Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya

disebut RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang

berisi program, kegiatan dan anggaran OPD.

9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya disebut DPA -
OPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap

OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna

anggaran.
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10. Belanja Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah

daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya, badan

usaha milik Negara, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang

berbadan hukum Indonesia yang secara sepesifik telah ditetapkan

peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak

secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaran

urus€ur pemerintahan derah.

Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disebut NPHD adalah

Naskah Perjanjian Belanja Hibah yang bersumber dari APBD antara

Pemerintah Daerah dengan Penerima Belanja Hibah-

Badan dan Lembaga yang hidup dalam masyarakat yang keberadaanya

diakui oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan

dan atau penetapan dari instansi yang berwenang dibidang kegiatan

badan dan lembaga dimaksud atau kepala satuan kerja perangkat

daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan pelimpahan

kewewenangan.

t4. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan

dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan

aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk

berpartisifasi dalam pembangunan demi tercapainya tduan Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan.

15. Anggota masyarakat adalah Warga Negara Indonesia.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pendelegasian wewenang

penandatanganan NPHD kepada masyarakat/pihak ketiga kepada Kepala

OPD atau Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

BAB III

Pendelegasian Wewenang

Pasal 3

(U Bupati mendelegasikan wewenang penandatanganan NPHD hibah

barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga kepada Kepala

OPD atau Unit Kerja.

12.

13.
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(21 Dalam melaksanakan

sebagaimana dimaksud

Bupati.

tugasnya Kepala OPD atau Unit Keda

dalam Pasal {1) bertanggungiawab kepada

(3)

(4)

Pasal 4

setiap Pemberian Hibah barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,

dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Kepda OPD

atau Unit Kerja dan penerima hibah barang'

Pen5rusunan NPHD dilalmkan oleh oPD atau unit Kerja.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengUndangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi

Rawas.

GUNAWAN

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 2Ol7

MUSI RAWAS,
I

H. I

Ditetapkan di
pada tanggal

Lubuklinggau
t4 A3ostoS 2Ol7

RAWAS,

10
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